ABSTRAK

Metode sunset clauses merupakan suatu metode yang mampu memberikan
efektivitas dalam hal pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.
Evaluasi tersebut untuk melihat kehasilgunaan dan kebermanfaatan dari suatu
undang-undang terhadap masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih
terdapat celah hukum untuk menghasilkan suatu upaya yang efektif dalam
mengevaluasi undang-undang yakni tidak terdapatnya jangka waktu tenggat kapan
lembaga yang berwenang harus melakukan upaya pemantauan dan peninjauan.
Penulisan ini akan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pemantauan dan
peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia serta untuk
menggambarkan apakah pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan telah
menggunakan metode sunset clauses.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dengan spesifikasi
penelitian deskriptif analitis, yang meneliti berdasarkan hasil studi kepustakaan,
wawancara, dan data sekunder yang menunjang penelitian. Penulisan ini
memberikan rekomendasi untuk dapat mengadopsi metode sunset clauses yang
identik dengan pemberian jangka waktu terhadap pemberlakuan suatu undang-
undang. Daya paksa yang melekat dalam metode sunset clauses akan membuat para
lembaga yang berwenang melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-
undang, karena jika melebihi jangka waktu yang telah ditentukan maka keberlakuan
suatu undang- undang akan berakhir.

Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa berdasarkan ketentuan
Pasal 95 A dan Pasal 95 B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengamanati Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemerintah
untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap pemberlakuan suatu undang-
undang. Kesimpulan penelitian ini memandang bahwa masih terdapat sisi yang perlu
dioptimalisasi dengan mengadopsi ketentuan metode sunset clauses guna
melahirkan pelaksanaan pemantauan dan peninjauan yang efektif dalam peraturan
perundang- undangan di Indonesia. Dengan demikian, upaya evaluasi akan jauh
lebih efektif untuk melihat apakah suatu undang-undang masih relevan dengan
kondisi faktual di tataran sosial yang disesuaikan dengan keterbutuhan dan
kebermanfaatan bagi masyarakat.
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